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SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 54TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PERJALANAI\ DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CUBERNUR PAPUA TENCAH,

bahwa dalam rangka optimalisasi pela-ksanaan
perjalanan dinas dan unt\rk menunjang kelancaran
tertib administrasi keuangan, perlu dilakukan
penatausahaan keuangan secara transparan,
akuntabcl, dan dapat dipertanggungiawabkan serta
disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan
kemampuan daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Satuan Regional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Satuan
Regional, perlu menJrusun pedoman pelaksanaan
perjalanan dinas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Perjalanan Dinas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OO1 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (tcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 135, Tambaharr
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2OO1
tentang Otonomi Khusus Bagi ftovinsi Papua (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 155,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
66971;

b

c

3. Undang-Undang..... I 2
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2O2A
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomial Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang {l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
l,embaran Negara RepuLrlik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undaagan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 143, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O1);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (irmbaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2Q22 Lentar'g Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2O22 Nomor 4, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2422 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia i.Iomor 6804);

8. Peraturan .. "..13
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rak-vat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 210, Tambahan
l,ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O2B),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang HaJ< Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daeralr (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 6,
Tambahan l,embaran Nomor 6847);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelol,aan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322!;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
C)tonomi Khusus Papua ilembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nomor 238, Tambahan lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

11. Peraturaa Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O2l
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 202O tentang
Standar Satuan Regional (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 57), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2O23 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112|;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor f 13/PMK.O5/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Keuangan
Nomor 119 Tahun 2023 tcntang Perutlahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 13/PMK.05/20 1 2
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap {Berita
Ii{egara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 907);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Of 8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2O18
Nomor 157);

15. Peraturan".... / 4
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15. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor
164/PMK.05/2O15 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 5 Nomor 12721, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 181/PMK.O5/2O19 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Kementerian
Keuangan Nomor 164/PMK.05/ 2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pe{alanan Dinas Luar Ncgeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Pe{alanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah, Kepala Daerah dan Wakil Kepa.la Daerah,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Negra Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 811);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahtn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR
PERJALANAN DINAS.

TENTANG PEDOMAN

BAB I
KRTENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahal Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang
selanjutnya disingkat DPRPT adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Papua Tengah.

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan

keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam
wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.

6. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang
dilakukan baik perseorangan maupun secara bersama
untuk kepentingan dinasnegara.

7. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas dari
tempat kedudukan ke tempat yang dituju,
melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan
semula dalam daerah.

8. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT
adaiah surat perintah yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk
malaksanakan tugas tertentu.

9. Surat...../5
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9. Surat Pelaksanaan Perja-lanan Dinas yang selaljutnya
disingkat SPD ada-lah dokumen yang diterbitkan oleh
Satuaa Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka
pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.

10. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut
Pelaksana SPPD adalah Gubernur, Wakil Gubemur,
Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga
Kontrak, Pengurus PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga
Ahli DPRDPT, dan Pejabat/Petugas lain yang diberi
tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

I 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan
dinas yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Papua
Tengah.

12. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah pedalanan dinas
yang dilakukan keluar wilayah Provinsi Papua Tengah
dalam wilayah Republik Indonesia.

13. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas
yang dilaksanakan sampai dengan 6 (enam) jam dalam
Kota dan dalam Kabupaten bagi pelaksana perjalanan
dinas yang berkedudukan (bertugas) di
Kota/ Kabupaten yang bersaagkutan.

14. Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi-Komisi yang
dibentuk yang dibentuk berdasarkan p€raturan
perundang-undangan

15. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota,
kantor/ satuan ke{a berada.

16. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi
tuj uan perjalanan dinas.

17. Tempat tujuan pindah adalah tempat/kota tujuan
pindah.

18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah
dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan
dibayarkan sekaligus.

19. Uang harian adalah uarg yang dibayarkan sebagai
pengganti biaya keperluan sehari-hari dalam
melaksanakan perjalanan dinas.

2O. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk
pedalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum.

21. Biaya taksi adalah biaya yang diberikan untuk
transportasi dari bandara kedatangan ketempat tduat
kegiatan maupun sebaliknya.

22. Palfl.a Integritas Adalah Pernyataan atau Janji tentang
Komitmen untuk Melaksanakan Segala Tugas dan
Tanggungiawab Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Maksud pembentukan pcraturan gubernur ini sebagai
pedoman dalam pelaksanaan dan pertanggungiawaban
Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubemur, Pimpinan
dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Pengurus
PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRDPT, dan
Pejabat/Petugas lain yang dibebankan pada APBD.

BAB rr...../6
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BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip sebagai berikut:
a. seleldif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat

tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan ;

b. ketersediaan arggaran dan keserasian dengan
pencapaian ki nerja kinerja Pemerin tah Daerah ;

c. elisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian pcrintah pelaksanaan

Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan
Dinas.

BAB III
PERJALANAI{ DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasai 4

(1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi:
a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

l2l Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebegaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri atas:
a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
b. Perjalanan Dinas Pindah.

Pasal 5

Pelaksanaan Pcrjalanan Dinas Jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat l2l huruf a, antara lain untuk:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada

jabatan, yakni mengikuti pendidikan dan pelatihan,
rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding,
seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi,
kursus dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan
perundang_undangan;

b. perjalanan dinas Pejabat yang ditugaskan untuk
menempuh ujian dinas/jabatan yang diadakan diluar
tempat kedudukan / tempat tinggal;

c. menghadap majelis penCuji kesehatan pegawai negeri
atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang
ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter
tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

d. pef alanan dinas Pejabat yang harus memperoleh
pengobatan lanjutan diluar tempat kedudukan/tempat
tinggalltempat berada berdasarkan Keputusan Mqielis
Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;dan

e. perjalanan dinas Pejabat untuk mengambilrtjemput/
mengantar ke tempat pemakaman j enazah pegawai yang
meninEgal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal6...../7
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Pasal 6

Pelaksana Perjalanan Dinas meliputi:
a. Pejabat Negara;
b. pimpinan dan anggota DPRPT;
c. ASN;
d. Calon ASN;
e. Non ASN; dan
f. Pihak l^ain.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Paragraf I
Pe{alanan Dinas Jabatan

Pasal 7

(1) Perjalalan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (21 huruf a digolongkan menjadi:
a. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah dan/atau

yang melewati batas kota; dan
b. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah.

(21 Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1; huruf a, meliputi kesatuan wilayah Nabire,
Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Puncak, Puncak Jaya
dan Intan Jaya.

(3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dila}sanakan 8

(delapan) jam dalam Kota/kabupaten; dan
b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8

(delapan) jam ke kabupaten di Daerah.

Paragraf2
Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b oleh Pelaksana SPPD dilakukan
berdasarkan Surat Keputusan Pindah.

(21 Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditertibkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksuci pada
ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya
SPPD.

Pasal 9

(l) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalarrt
Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. pedalanan dinas pejabat/ pegawai yang

melaksanakan tugas bagi kepentingan pemerintah
daerah dari tempat kedudukan lama ke tempat
kedudukan yang baru berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang beserta keluarga yang sah
kecuali atas permintaan sendi-ri;

b. perjalanan-..../8
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b. pedalanan pulang kampung bagi pegawai yang
diberhentikan dengan hormat, dengan hak
pensiun dari tempat kedudukan terakhir ketempat
hendak menetap;

c. perjalanan dinas untuk pemulangan keluarga.
yang sah dari Pegawai Negeri yang meninggal
dunia dari tempat tinegal terakhir ketempat
hendak menetap:

d. pengembalian pejabat daerah/pegawai negeri yang
mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke
tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan
kembali.

(21 Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf c, adalah:
a. isteri/Suami, anak kandung, anak tiri dan anak

angkat yang sah menurut hukum;
b. anak yang berumur sampai dengan 25 (dua puluh

lima) tahun dan belum pernah menikah dan tidak
mempunyai penghasilan sendiri;

c. anak yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima)
tahun dan belum pernah menikah dan tidak
mempunyai penghasilan sendiri;

d. anak perempuan yang berumur lebih dari 25 (dua
puluh) tahun dan tidak bersuami dan tidak
mempunyai penghasilan sendiri;

e. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang
sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25
(dua puluh lima) tahun, yang menurut surat
keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi
sebab tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
dan

f. pembantu rumah tangga sebanyak I (satu) orang
bagi pegawail pej abat Colongan IV, III dan Il.

(3) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan ayat (2), diperoleh dengan mengajukan
permohonan kepada Gubernur yang berlaku untuk 1

(satu) tahun terhitung sejak tanggal
pemberhentian/ meninggal dunia.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dapat disetujui dengan syarat menyerahkan rumah
dinas beserta alat-alat inventaris kantor yang
digunakan sewaktu aktif bertugas.

(5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f, diberikan biaya untuk Pegawai Negeri
Golongan I.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 10

(1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRPT serta Pihak Lain dapat
melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

l2l Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), dilaksanakan untuk tujuan sebagai
berikut:
a. penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah

dengan pihak luar negeri;

b. tindak...../9
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b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah
dengan pihak luar negeri;

c, mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan
pameran potensi dan budaya Daerah;

d. kunjunganpersahabatan;
e. pendidikan dan pelatihan;
f. studi banding;
C. seminar;
h. lokakarya;
i. konferensi;
j. pertemuaninternasional;
k. penandatanganan naskah kerja sama; dan/ atau
l. narasumber/pembicara.

(3) Hasil pelaksanaan Pedalanan Dinas Luar Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimanfaatkan
untuk:
a. peningkatan kinerja Pemerintah Daerah;
b. peningkatan pendapatan asli Daerah;
c. peningkatan kualitas Daerah dan mewujudkar

kesej ahteraan Daerah; dan
d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Daerah.

(4) Pelaksanaan Pe{alanan Dinas Luar Negeri tidak dapat
dilakukan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam
waktu yang bersamaan.

(5) Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dilakukan,
dalam hal:
a. terjadi bencana alam di wilayahnya;
b. terjadi bencana sosial di wilayahnya;
c. pemilihan umum legislatif;
d. pemilihan Presiden dan wakil Presiden; dan
e. pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 11

(1) Perjalanan Dinas dilakukan oleh Pelaksana SPPD
sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang
dalam SPT.

(21 SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
untuk Perjalanan Dinas oleh Pihak l,ain non institusi
ftrerorangan) dapat menggunakan dokumen lain seperti
undangan.

(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk
perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada
APBD.

(41 SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh:
a. Gubernur untuk perjalanan dinas yang dilakukan

oleh Gubernur/Wakil Gubernur, dalam hal
Cubernur tidak berada ditempat, Wakil Gubernur
untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wakil
Gubernur;

b. Ketua DPRPT atau pimpinan yang ditunjuk oleh
Ketua DPRPT untuk perjalanan dinas yang
dilakukan oleh Pimpinar dan/atau Anggota DPRPT;

c. Sekretaris...../ lO

Bagran Keempat
Persyaratan Perjalanan Dinas Jabatan
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c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh
Cubernur/Wakil Gubernur, dan dalam hal kondisi
mendesak danfatau Gubernur/Wakil Gubernur
tidak berada ditempat, SPT ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah;

d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang
dilakukan oleh Asisten.

e. Staf Ahli Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah, ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

f. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah
ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-
masing atas nama Sekretaris Daerah, dan apabila
tidak berada ditempat, SPT ditandatangani oleh
Pejabat yang ditunjuk;

g. ASN, CPNS, Non ASN dan Pihak Lain di lingkungan
Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Kepala Biro
dilingkungan masing-masing atas nama Sekretaris
Daerah, dan apabila Kepala Biro tidak berada
ditempat, SPT ditandatangani oleh pejabat yang
ditunjuk;

h. Kepala UPTD yang berada satu kota dengan
Perangkat Daerah induk ditandatangani oleh
Kepala Perangkat Daerah lnduk sedangkan Kepala
UP|D yang berada tidak satu kota dengan
Perangkat Daerah lnduk, maka SPT ditandatangani
oleh kepala UPTD atas nama Kepala Perangkat
Daerah induk;

i. Pejabat, Calon ASN, ASN, Non ASN dan Pihak Lain di
lingkungan UPTD, ditandatangani oleh Kepala UPTI)
atas nama Kepala Perangkat Daerah induk, apabila
Kepala UPTD tidak berada ditempat, SPT
ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk;

i. ASN, CPNS ASN, Non ASN dan Pihak i,ain di
lingkungan masing-masing SIGD terlebih dahulu
harus mendapat persetujuan/perintah linn dari
Kepala SKPD;

k. Kepala Badan Penghubung Pemerintah Daerah
ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung
atas nama Sekretaris Daerah; dan

l. pimpinan/penanggungjawab Institusi untuk
perjalanan dinas oleh Pihak f,ain.

(5) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
a. pemberi tugas;
b. pelaksana tugas;
c. waktu pelaksanaan tugas;
d. tempat pelaksanaan tugas; dan
e. tujuan pelaksanaan tugas.

(6) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai
format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasa-l 12.....1l l
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Pasal 12

(1) SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (l)
ditandatangani oleh PA/KPA selaku penanggungjawab
arlggErran.

(21 Penandatanganan SPPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditandatangani oleh PPTK atas nama
PA/ KPA berdasarkan pelimpahan kewenanngan.

(3) Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk
menetapkan alat trasportasi yang digunakan untuk
melaksanakan p€rjalanan dinas yang bersangkutan
dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi sesuai
dengan kepentingan dan tujuan pe{alanan dinas.

(41 SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat {l}, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. kolom "tiba di" dan "berangkat dari" ditandatangani

oleh pejabat/pimpinan Institusi yang dituju dengan
dibubuhi stemple atau perorangan tanpa dibubuhi
stemple.

b. pejabat/pimpinan institusi sebagaimana dimaksud
pada huruf a terdiri atas:
f . institusi pe merintah adalah pejabat

structural/ pejabat fungsional yang disetarakan;
dan

2^ institusi non pemerintah adalah
pimpinan/pejabat/ pegawai yang berwenang.

c. Perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
adalah orang yang dituju atau orang lain yang
mengindikasikan lokasi/ tempat kedudukan; dan

d. dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan dalam
rangka pantauan keamanan laut dan tidak berlabuh
di tempat yang dituju dapat ditandatangani oleh
penanggung jawab pelaksana pantauan keamanan
laut dan dibubuhi stempel.

(5) Dalam hal peserta kegiatan yang diundang Pihak Lain
non perorangan {lnstitusi) atau UPID dan bia-ya
perjalanan dinas menjadi beban penyelenglara,
diterbitkan 2 (dua) SPPD:
a. SPPD peserta, yaitu SPPD yang diterbitkan oleh

institusi pengirim peserta kegiatan yang dibubuhi
tanda tangan dan stempel kolom "berangkat dari
(tempat kedudukan)"; dan

b. SPPD PA/KPA, yaitu SPPD yang diterbitkan oleh
penyeleng;ara kegiatan yang dibubuhi tanda tangan
dan stempel pada kolom "tiba dL'dan "berangkat dari
(tempat penyelenggaran)".

(6) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
terc€ntum dalam L,ampiran II merupakan bagian yang
ridak terpisahlan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB rv...../ l2
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BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Biaya Peqjalanan Dinas Dalam Negeri

Paragraf 1

Perjalanan Dinas Jabatan

Pasa-l 13

(i) Biaya Pedalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (21huruf a, terdiri atas:
a. uang harian;
b. biaya transportasi;
c. uang representasi;
d. biaya sewa kendaraan;
e. biaya penginapan; dan
f. biaya menjemput/mengantarjenazah.

l2.l Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a bersifat Lumpsum untuk membiayai:
a. uang makan;
b. uang Transportasi Lokal;dan
c. uang Saku.

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dibayarkan secara Riil, kecuali bagi Pimpinan
dan Anggota DPRPT dibayarkan secara Lumpstrm.

(4) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan

dan Anggota DPRPI, pejabat eselon I, dan pejabat
eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas
Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
yang melekat pada jabatan.

b. dibayarkan secara Lumpsum; dan
c. besaran yang menjadi patokan pembayaran secara

Lumpsum sebagaimana dimaksud pada huruf
b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan yang mengatur mengenai
standar biaya.

(5) Biaya Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufd, dapat diberikan kepada Pejabat Negara
untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan
dan dibayarkan secara Riil.

(6) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan
bakar minyak, dan pajak.

{71 Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, merupakan biaya yang diperlukan untuk
menginap di hotel dan/atau di tempat menginap lainnya
yang dibayarkan secara Riil, kecuali bagi Pimpinan dan
Anggota DPRPT dibayarkan secara lumpsum.

(8) Biaya menjemput/ mcngantar jenazah sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf f, meliputi:
a. biaya bagi penjemput/ pengantar;
b. biaya pemetian; dan
c. biaya angkutan jenazah.

(9) Komponen...../ l3
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(9) Komponen rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan
pada rincian biaya Pe{alanan Dinas.

Pasal 14

Biaya transportasi Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, diberikan dengan
ketentuan:
a. biaya tiket moda transportasi udara termasuk

didalamnya airport tax dan/ atau retribusi yang
dipungut di tempat bandara/ pelabuhan/ terminal/
stasiun, dibayarkan secara Biaya Riil;

b. biaya kelebihan bagasi terkait dengan dokumen/ barang
kedinasan dapat dibayarkan secara Biaya Riil;

c. biaya Wrapping/ Pembungkusan/ Pengemasan dalam
rangka pengamanan dokumen/ barang kedinasan
sebagaimana disebutkan pada huruf b, dapat
dibayarkan secara Biaya Riil;

d. Pejabat Negara, Pimpinan DPRPT dan Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya dapat menggunakan transportasi pesawat
udara dengan standar iiket pesawat kelas bisnis, dan
selain tersebut menggunakan standar tiket pesawat
kelas ekonomi. (dalam kondisi tertentu yang
mengakibatkan kesulitan memperoleh sarana
tranportasi sehingga diperlukan biaya tambahan atau
tidak sesuai standar yang ditetapkan, maka dapat
diberikan tambahan biaya atas biaya tiket pesawat
sesuai kebutuhan riilnya dengan membuat surat
pernyataan yang diketahui oleh PA/KPA).

e. dalam hal maskapai penerbangan menerapkan
pemilihan kursi penumpang, maka biaya pemilihan
kursi pesawat hanya dapat dibayarkan untuk
Cubernur/Wakii Gubernur, Fimpinan dan Anglota
DPRPT, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

f. biaya tol dapat diberikan untuk perjalanan dinas dari
Tempat Kedudukan asal, sampai Tempat Tujuan (pergi
pulartg);

g. biaya transpordarat dari Tempat Kedudukan sampai
Tempat Tujuan menggunakaa taksi/ moda transportasi
lainnya yaitu:
1. keberangkatan:

a) dari Tempat Kedudukan menuju bandara/
pelabuhan/ terminal/ stasiun; dan

b) dari bardara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun
kedatangan menuju Tempat Tujuan.

2. kepulangan:
a) dari Tempat T\rjuan menuju bandara/

pelabuhan/ terminal/ stasiun; dan
b) dari bandara/ pelabuhan / terminal/ stasiun

menuju Tempat Kedudukan.
h. biaya taksi pe{alanan dinas dalam negeri berlaku

pertanggungiawaban secara a, cost (biaya riil|.
i. pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat

dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan
dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti
pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost);

j. biaya...../ 14
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biaya taksi perj alanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan
dan/atau Anggota DPRPT dipertanggungjawabkan
secara Lumpsum.
transport lokal untuk pedalanan dinas, dapat diberikan
dengan tujuan lebih dari 1 (satul lokasi tujuan:
1. Pejabat Negara/Sekretaris Daerah/Pimpinan

DPRPT; dan
2. Anggota DPRPT, ASN, Calon ASN, Non ASN dan

Pihak Lainnya.

Pasal 15

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
l3 ayat (lI hurufe, diberikan dengan ketentuan:
a. bagi pelaksana pe{alanan dinas yang standar

penginapannya melebihi tarif hotel atau tempat
penginapan yang telah ditentukan, pelaksana
perjalanan dinas tetap dapat menginap dengan
dengan cara tidak meminta pembayaran melebihi
dari standar tarif yang telah ditentukan atau dapat
melakukan penggabungan biaya hotel atau tempat
penginapan (untuk tugas/kegiatan yang sama) lebih
dari 1 (satu) orang, dengan syarat mencantumkan
kedua nama yang menginap di kwitansi (bill) hotel
atau tempat penginapan;

b. perjalanan dinas yang dilakukan oleh tim/
kepanitiaan/peserta kegiatan dapat menginap di
hotel/penginapan di tempat acara, sesuai dengan
tarif terendah yang tersedia di hotel atau tempat
penginapan tersebut;

c. pelaksana perjalanan dinas yang bertujuan
mendampingi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan
Sekretaris Daerah, yang sifatnya perlu berada pada
lokasi yang sama, dapat diberikal fasilitas hotel atau
tempat menginap yang sama untuk tarif terendah
yang tersedia; dan

d. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak
menginap di hotel atau tempat penginapan yang telah
ditentukan, diberikan biaya penginapal sebesar 3oo/o

(tiga puluh persen) dari tarif hotel atau tempat
penginapan di Tempat Tujuan yang tela.t. ditetapkan
dan dibayarkan secara Lumpsum.

l2l Format surat pernyataan tidak menginap di hotel atau
tempat penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d tercantum dalam lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 16

{1} Perjalanan Dinas Dalam Jabatan untuk mengikuti
rapat, seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi, kursus dan sejenisnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
pembiayaannya dapat dilakukan :

a. biaya perjalanan dinas ditanggung instansi
penyelenggara;

b. triaya perjalalan dinas ditanggung instansi pengirim;
atau

c. biaya.. ... / 15
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c. biaya akomodasi ditanggung oleh instansi
penyelenggara dan komponen biaya perjalanan dinas
lainnya ditanggung oleh instansi pengirim.

{21 Instansi penyelenggara wajib menyampaikan
pemberitahuan mengenai pembebanan biaya pe{alanan
dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
kepada instansi pengirim dalam bentuk surat/
undangan.

(3) Dalam hal biaya akomodasi ditanggung oleh instansi
penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf c, maka uang harian berpedoman pada peraturan
tentang standar harga/biaya pada paket fullboard atau
residence.

(4) Pelaksana Pe{alanan Dinas yang mengikuti Pendidikan
dan pelatihan, kursus, bimbingan teloris, seminar,
workshop dan kegiatan lain sejenisnya yang akomodasi
dan konsumsi ditanggung penyelenggara diberikan
perjalanan dinas selama 2 (dua) hari.

Pasal 17

(l) Da-lam ha-l jtrmlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah
hari yang ditetapkan dalam SPT dan bukan
kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas, dapat
diberikan tambahan uang pe{alanan dinas berupa biaya
penginapan dan ditetapkan dalam Perhitungan
Rampung dengan melampirkan dokumen berupa:
a. Surat keterangan kesalahan/ kelalaian dari

Syahbandar/ Kepala Bandara/ perusahaan jasa
transportasi lainnya; dan/ atau

b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi
tugas.

{21 Tambahan biaya penginapan dan transport / sewa
kendaraan da.lam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(l), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai
dengan huruf e.

(3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari
jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksaaa
Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan
komponen tertentu biaya perjalanan dinas dan
ditetapkan dalam Perhitungan Rampung.

Paragral 2
Biaya Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 18

(i) Biaya pe{alanan dinas pindah terdiri atas komponen
sebagai berikut:
a. biaya transport pe gawai;
b. biaya transport keluarga;
c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
d. uang harian.

{21 Biaya pe{alanan dinas pindah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibayarkan secara Lumpsum dengan batas
tertinggi pada standar biaya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Komponen...../16
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(3) Komponen biaya Perjalalan Dinas Pindah ssbagairnarls
dimaksud pada ayat (2) tercantum pada rincian biaya
perjalanan dinas.

(4) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) diberikan biaya:
a. biaya transportasi dan uang harian pegawai beserta

keluarga yang sah paling banyak 4 (empat) orang;
b. keluarga yang sah sebagaimana dimaksud da-lam

hurrf a dapat mcliputi istri/suami, anak kandung,
anak tiri, anak angkat yang belum berusia 25 tahun
atau telah berusia diatas 25 tahun namun dalam
keadaan cacat dan belum/pemah menikah serta
tidak mempunyai penghasilan sendiri diberikan
biaya sesuai tingkat golongan pegawai negeri -vang
dipindah/mutasi; dan

c. Bagi ASN paling rendah Jabatan Pelaksana Golongan
IV atau Jabatan Administrator diperkenankan pula
untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak
I (satu) orang diberikan biaya setara pegawai negeri
Pejabat Pelaksana Golongan I.

(5) Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka
pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberikan
biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 19

(1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (f) huruf c,
didasarkan pada:
a. satuan biaya;
b. volume barang; dan
c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat

tujuan.
121 Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diukur
berdasarkan hasil pengukuran jarak yang ditetapkan
oleh instansi Pemerintah.

Pasal 20

(1) Dalam hal biaya pengepakan dan angkutan barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 19, termasuk untuk
bongkar muat dan penggunaan angkutan.

(21 Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), dengan menggunakan angkutan
darat diberikan sebesar 5O% (lima puluh persen) dari
satuan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan
Dinas Pindah yang dilakukan dalam jarak:
a. kurang dari IOO (seratus) kilometer dipulau Papua

Tengah; atau
b. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer diluar Papua

Tengah.

(4) Satuan...../ l7
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(4) Satuan biaya dan volume pengempakan angkutan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam
lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2l
(U Biaya Perjalanan Dinas Ptndah dibebankan pada DPA

perangkat daerah yang menerbitkan surat Keputusan
pindah/mutasi.

(21 Pembiayaan Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), sebagai berikut:
a. untuk huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku paling

lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
dibayarkan pensiun;dan

b. untuk huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau
meninggal dunia.

Bagian Kedua
Biaya Pe{alanan Dinas Luar Negeri

Pasal 22

(1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri atas
komponen:
a. biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang

dibayarkan dalam rangka Perjalanan Dinas yang
meliputi visa, airport to.q dan retribusi;

b. uang harian yang meliputi:
1. biaya penginapan;
2. luang makan;
3. uang saku; dan
4. uang transportasi lokal.

c. uang representasi;
d. biaya asuransi perjalanan;
e. biaya pemetian;
f. biaya angkutan jen az.ah; dan/atau
g. biaya Lumpsum barang pindahan.

l2l Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pada
ketentuan peraturafl perundang-undangan mengenai
standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran
kementerian/lembaga.

BAB V
TATA CARA PERJAI.ANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 23

(U Pelaksana pe{alanan dinas mengajukan permohonan
izin perjalanan Dinas ke Luar Negeri kepada Pejabat
Negara untuk diproses lebih lanjut oleh Unit ke{a yang
menyelenggarakan urusan di bidang Kerjasama pada
Sekretariat Daerah.

(21 Dalam hal Pejabat Negara tidak berada ditempat,
permohonan izin dapat diajukan kepada Sekretaris
Daerah.

(3) Surat...../ 18



- 18-

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
a. nama dan jabatan;
b. nomor induk pegawai bagi PNS;
c. tujuan kegiatan;
d. manfaat;
e. kota/ negara yang dituju;
f. waktu pelaksanaan; dan
g. sumber pendanaan.

(4) Tata cara dan pengajuan permohonan Perjalanan Luar
Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Perjalanan Dinas dengan tujuan tindak lanjut kerja
sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri
dan/atau pertemuan internasional, disertai dengan
surat pemyataan kehendak dan/atau naskah kerja
sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Perjalanan Dinas dengan tujuan penandatangan naskah
kerja sama, disertai dengan surat persetujuan
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(71 Perjalanan Dinas dengan tujuan Pendidikan dan
Pelatihan, disertai dengan keterangan untuk
mengembangkan sumber daya manusia dengan
meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap
sesuai dengan bidang masing-masing dari negara yang
dituju.

(8) Perjalanan Dinas dengan tujuan promosi dan parneran
potensi dan budaya daerah, disertai dengan surat prolil
daerah yang akan dipromosikan.

(9) SPT dan SPPD, diproses oleh Unit Ke{a yang menangani
urusan dibidang Umum pada sekretariat Daerah setelalt
mendapat rekomendasi Pe{alanan Dinas ke luar negeri
dari Menteri Dalam Negeri.

(lO) SPT dan SPPD Pejabat Negara ditandatangaai oleh
Cubernur, jika berhalangan SPT dan SPPD
ditandatangani oleh Wakil Gubernur.

(11) SPT dan SPPD Pelaksana Pe{alanan Dinas
ditandatangani Gubernur/Wakil Gubemur/PA/I(PA,
dan apabila berhalangan SPT dan SPPD ditandatangani
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang
ditunjuk sesuai ketentuan.

Pasal 24

(1) Perjalanan dinas Luar Negeri yang dilakukan secara
rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk
pimpinan rombongan.

(21 Perjalanan Dinas ke Luar Negeri secara rombongan
dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang, dalam hal
untuk kepentingan:
a. penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan

pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan
organisasi perangkat daerah terkait;

b. mengikuti dan/ atau melaksanakan promosi dan
pameran potensi dan budaya Daerah;

c. kunjungal persahabatan; atau
d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 25...../ l9
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Pasal 25

Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan
dokumen pendukung yang berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

BIAYA PERJAI.ANAN DINAS

Pasal 26

(l) Pembayaran biaya pe{alanan dinas diberikan dalam
batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA perangkat
daerah berkenan.

(21 Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada pelaksana
SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum pedalanan
dinas dilaksanakan.

(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 [ima) hari
kerja.

(4) Penentuaa besaran Biaya Pedalanan Dinas berdasarkan
Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundalg-
undangan.

(5) Permohonan dispensasi oleh yang melaksanakan
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah bagi
Eselon II, kepada Kepala SIGD/Unit Ke{a bagi Esselon
III kebawah, ASN, Calon ASN dan Non ASN.

(6) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud
dikecualikan bagi Pejabat Negara, Sekretaris Daerah dan
Ajudan yang melekat.

(71 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecua-likan bagi aparat pengawas internal pemerintah.

Pasal27

(1) Jumlah hari perjalanan dinas dalam I (satu) bulan
paling lama 15 (lima belas) hari, sesuai SPPD yang telah
diterbitkan.

l2l Jumlah hari Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan
riil/kebutuhan nyata.

(3) Dalam hal terdapat undangan kegiatan dari instansi lain,
Perjalanan dinas dapat dilakukan pada hari libur atau
hari yang diliburkan dengan mempedomani ketentuan
peratura.n perudang- undangan.

(41 Perjalanan Dinas yang melebihi waklu paling lama 15
(lima belas) hari harus mendapatkan dispensasi setelah
ada permohonan diajukan oleh yang melaksanakan
perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang
berwenang dengan membuat surat pedalanan dinas
lebih dari 15 (lima belas) hari ssbagaimana tercantum
dalam l,ampiran IV, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Permohonan..... I 20
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(5) Permohonan dispensasi oleh yang melaksanakan
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah bagi
Eselon II, kepada Kepala SKPD/Unit Kerja bagi Es.selon
III kebawah, ASN, Calon ASN dan Non ASN.

(6) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud
dikecualikan bagi Pejabat Negara, Sekretaris Daerah dan
Ajudan yang melekat.

l7l Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1l
dikecualikan bagi aparat pengawas internal pemerintah.

Pasal 28

(l) Pembayaran biaya Pe{alanan Dinas dilakukan melalui
mekanisme UP dan/atau mekanisme pembayaran
langsung (LS).

(21 Pembayaran Biaya Pe{alanan Dinas dengan mekanisme
LS rtilakukan melalui:
a. perikatan dengan penyediajasa;
b. bendahara pengeluaran; atau
c. Pelaksana SPPD.

(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui
perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rang!<a pelaksanaan

tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
b. Pedalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti

rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 29

(l) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme
UP dilakukan dengan memberikart uang muka kepada
Pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran.

(21 Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat
(l), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari
PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikllt:
a. SPT atau surat keputusan pindah;
b. ptocopy SPPD;
c. kwintansi tanda terima uang muka; dan
d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 30

(1) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dilaksanakan
dengan perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, meliputi biaya
transport termasuk pembelian/pengadaan tiket
dan/atau biaya penginapan.

12l' Perjalanan Dinas yang dilaksanakan melalui perikatan
dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) huruf a, dapat berupa euent organizar,
biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan
Perusahaan jasa perhotelan/penginapan.

(3) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 31...../21
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Pasal 3l
(l) Kontrak / perjanjian dengan penyedia jasa dapat

dilakukan untuk I (satu) paket kegiatan atau untuk
kebutuhan periode tertentu.

{21 Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak
diperkenankan melebihi tarif tingkat resmi yang
dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif
penginapan/ hotel resmi yang di keluarkan oleh
perusahaan jasa penginapan I hotel.

Pasal 32

{l) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia
jasa di dasarkan atas prestasi kerja yang telah
diselesaikan sebagaimana diatur dalam
kontrak/ perjanjian.

(21 Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa
mengajukan tagihan kepada PPK.

Pasal 33

(l) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan
mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari kas
negara ke rekening bendahara pengeluaran, pihak ketiga
atau Pelaksana SPPD.

(21 Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang di
bayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya
Pedalanan Dinas Jabatan yang seharusnya di
pertanggungiawabkan, kelebihan biaya Perja-lanan Dinas
Jabatan tersebut harus di setor ke kas negara meialui
PPK.

(3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja

(SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau
b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

untuk tahun anggaran lalu.
(4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang di

bayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari yang
seharusnya, dapat di mintakan kekurangannya.

(5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4)
dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 34

Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, Pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran dan penerbitan Surat Perintah
Membayar oleh pejabat Penanda Tanganan SPM dan
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor
Perbendaharaan Negara (KPPN) berpedoman pada peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas
beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 35
(l) Dalam hal te{adi pembatalan pelaksanaan Perjalanan

Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan
kepada DPA Satuan Keda berkenaan.

(2) Dokumen...../22



-22-

{21 Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka
pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas

Jabatan dari atasan pelaksana SPPD atau paling
rendah pejabat eselon II bagi Pelaksana SPPD di
bawah pejabat eselon III ke bawah yang dibuat sesuai
format sebagaimana tercantum dalam lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan menteri ini;

b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan
Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam lampiran [V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini; dan

c. pernyataan /tanda bukti besaran pengembalian
Lriaya transport dan/atau biaya penginapan dari
perusahaan jasa transportasi dan/ atau penginapan
yang disahkan oleh PPK.

i3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA
Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya

penginapan; atau
b. sebagian atau seluruh tiket transportasi atau biaya

penginapan yang tidak dapat dikemballkan I refund.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN BTAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 36

(1) Pelaksana SPPD mempertanggungiawabkan
pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas
dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5
(lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

l2l Pertanggungjawaban kepada pejabat penerbit SFrf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
iaporan pelaksanaan perjaianan dinas yang ditentukan
dalam SPT, sebagaimana format tercantum dalam
lampiran V.

(3) Pertanggungiawaban biaya Pe{alanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan dokumen berupa :

a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
b. SPPD yang telah di tandatangani oleh PPK dan

Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau
pihak terkait yang menjadi tempat tujuan tempat
perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, Boarding pass, Ai4por taJ, Retribusi
dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

d. daftar pengeluaran Riil sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalarn lampiran VI yang
mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Gubernur ini;

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan
dalam kota berupa kwitansi atau bulci pembayaran
lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang
bergerak di bidang jasa penyewa.an kendaraan; dan

f. bukti...../23
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f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap
lainnya.

(4) Dalam hal bulcti pengeluaran transportasi dan/ atau
penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c, huruf e, dan huruf f tidal diperoleh,
pertanggungiawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan
dapat hanya mengunakan daftar pengeluaran Riil
sebagaimana dimahsud pada ayat (3) huruf d.

(51 Pertanggungiawaban biaya perjalanan dinas pindah
sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan
melampirkan dokumen berupa:
a. fotocopg surat keputusan pindah;
b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang

berwenang;
c. kwitansi / bukti Penerimaan untuk uang harian;
d. kwitansi / bukti penerimaan untuk biaya transport;

dan
e. kwitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan

dan angkutan barang.

Pasal 37

(1) PPK melakukan Perhitungan rampung seluruh bukti
pengeluaran biaya pe{alanan dinas dan disampaikan
kepada bendahara pengeluaran.

l2l PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan
kewajaral atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar
pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada
bendahara pengeluaran sebagai bahan
pertanggunglawaban UP atau bukti pengesahan Surat
Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan
Dana (SPM/SP2D) LS perjalanan Dinas.

Pasal 38

{1) Pertanggungiawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
bagi Pimpinan dan Anggota DPRPT dilakukan secara
Lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi,
efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

l2l Pertanggungiawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
bagr pimpinan dan anggota DPRPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dengan dilengkapi dokumen
berupa:
a. SPTyang sah;
b. SPPD yang telah ditanda tangani oleh PA/KPA dan

Pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau
pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan
Dinas;

c. kuitansi tanda terima pembayaral biaya perjalanan
dinas Lumpsum;

d. Pakta Integritas; dan
e. L,aporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan

melampirkan dokumentasi / foto kegiatan.

BAB xI...-./24
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BAB xI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur
diundangkan.

Pasal 39

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan
penempatannya dalam Eierita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3O Desember 2O24

B. GI.'BERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/TTD

A}IIVAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 3O Desember 2024

q. SEKRETARIS DAERAH PAPUATENGAH,
CAP/TTD

FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 54

dengan aslinya
KUM,

NG, SH., M.H.
oo21210,02

" r' 41t
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DAERAH

IAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR s4TAHUN 2024
TEI.ITANG
PEDOMAN PEzuALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DASAR

XEPADA

T'NTUK

SURAT TUGAS
NOMOR : ......... /.........../. ........./Tahun

l. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tent3'ng Pembentukan
Pmvinsi Papua Tcngah;

2. Pcraturan Gubcmur Nomor I Tahun 2O22 tentang Pembcntukan
dan Susunan Pcrangkat daerah Provinsi Papua Tengah;

3. Peraturan Gubcmur Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sckretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;

4. Peraturan Gubernur Nomor ........ Tahun ....... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran Tahun Anggaran . . .....

5. Dst....

MEMERINTAHKAN:

Nama
NIP
Pangkat, Gol
Jabatan

Setclah sclesai melalsarulan tugas dimaksud saudara sudah han:s
Kcmbali ke Nabire untuk meliaksanakan tugas scbagaimana
mcstinya;
Agar melaporkan hasil tugas kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
Melaksanakan n-rgas dengan p€nuh tanggung jawab.

Biaya pelaksanaan pcrjalanan dinas ini dibcbankan dari Darta
Ilrovinsi Papua Tengah Tahun Anggaran .......

Dikeluarkan di
tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen

(....
NIP

B. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR TIARUN DAMANIK
ai dengan aslinya

UM,

G, SH., M.H.

1

a

3
4

(rA 1
2002121002
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DAERAH

I,AMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 54TAHUN 2024
TENTANC
PEDOMAN PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGINAP

Yang bcrtanda tangan di bawah ini:
Nama :

NIP :

Jabataa :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor SPD tanggal .-.......... s€suai
dengan Surat T\-rgas nomor SI menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami
selama melaksanakan tugas di ......... tidak menginap di hotel/penginapan.

Dcmikian pernyataan ini kami buat dengan scbenarnya, untuk di pcrgunakan
sebagaimana mestiny&

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

xxx

YU

Nabire, .............
YanS membuat Peryataan,

xxx

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK
uai dengan aslinya

R HUKUM,

G, SH., M.H.
NIP 2002121002



SATU VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 54TAHUN2024
TENTANG
PEDOMAN PERJAI,ANAN DINAS

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR TTARUN DAMANIK

a.

I

dengan aslinya
UKUM,

NG, SH., M.H.
82002121oo2

URAIANi TUJUAN

GOLONGAN PELAKSANA SPD

@LONGAN
w

GOLONGAN

lI
c.oLoNcAl'l

I
C,OLONGAN

I

Junlah berarg yarg digun ken scbagai darar
pcrhituttgan

l. Fegawai yang bcrkeluarga dengan anak 25 rI)' 20 m" l5 trl' lO ml

2. hgarai yang bcrkeluarya tanpa anal l5 m' 12 n' 9trl' 6m"

3. Pegawai yang tidak berketuarga 5m' 4m' 3m' 2m'



LOGo
DAERAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 54TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS

Lembar ke
Kode No.
Nomor

SURAT PERJALANAN DINAS
(SPD)

Dikeluarkan di
Tanggal

Pejabat Pembuat Komitrnen

NIP

Pejatlat ber*€nang yanS heErber'i perintah

2 Nama/NII, Pegawai yang diperintahkan NIP

3 a. kngkar dan C,olongan
b. Jabatan / lnstansi
c. Tinrkat Biaya Ferialanan Dinas

a.
b.
c.

Maksud Perjalanan Dinas

Alat angkutan :/ang dip.rgunakan5

a. Tempat b.rantkat
b. Tempet tujuan

(i
b

7 a. l:.ma Perjalarran Dinas
b. T8ngal b.rangkat
c. Tangqsl haru8 kembali/tiba di tempat baru *l

a
b.

IJ Fengkut : Nama 'langgal tahir KeteranSan

l
2
3
4
5

a
b

9 Pcmbcbasan Anggaran
a. lnstang
b. Mata Ang8ararr

lo Keterantan lein- Iain

I

KOP NASKAH DINAS
PERANGXAT DAERAH



Borntkst drri
[I.6Ft lGduduk n)
Xc
Pada Tanggal
lOFb

I

)
(.....

NIP
II

l{.....
MP

Tiba di
Pada Tanccal
Kspda

!(.....

T{IP

dari

Plda T.nagal
Kcpsl.

B.r
Kc

&rantkat dl'i
Kc
Pada Tarrygrl
lkpah

l

I I{.....
tflP

{.....
NIP

Tiba di
Psd. Ta!&irl
Kcpah

Tiba dr
Pada Trntgal
Kepda

tv

lt....
MP

EcrrnSlat dl.fi
K!
hda Ta"ogal
Kcpala

.t(....

NIP
Tiba dr
Pada Tlruta.l
Kep.la

It....
MP

Bcrqnglat dan
Xc
Pada Taaggal
Ikpala

l(.....

NIP
Tclrh dipcril$ dcn3in kctcreagen bahra pcrjala'ao
tcrs.but rte! pcrintrhrya drn lrEata'Eera untut
kcFntingrn jabatan dalae rattu ,ant r..hgkrt-
.ing!8t!ya,
Fejabat kBburl KodritD.n

PERHATIAN :

PPl( yr.Eg mcalcrbi*an SPD, pc8af,aj yrlg Dclalukan pcrJlfana! dina!, para pcjabat yang Ecnge!.ht !
ungrl bcnrykat/tiba, !.rtr bcndahsra pcageluaran bcrtanggung jarab bcrdasarken pcrrturan-
p.retu.ar K.uingan Ncgara apabila ncgrra ur.rderita.ugi atjb.r teaafahaa. kebl6i.n, dan

\4

rll
vlll

Catrtan [-ain-brn

keal

Tib! di
ff.oprt Xcdudukrn)
Pada Ta$ggd

Pciib.t R'mbu.r XooitDso

(...............................................1
NIP

Pejabat Pembuat Komitrnen
Kuasa Pengguna Anggaran

NIP

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/T',rD

ANWAR HARUN DAMANIK

a,
\{

dengan aslinya
HUKUM,

RUNG, SH., M.H.

I,A T
200212roo2

NIP
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I,.AMPIRAN V
PERATURAN CUBERNUR PAPUA TENCAH
NOMOR 54TAHUN2024
TENTANG
PEDOMAN PER^IAI,ANAN DINAS

LAPORA}I PERJAI-AT{AN DINAS

L Nomor/ r^ngtral SPD
Atas nama dnn jabatan

2. Maksud Perjalanan Dlnas

3. Tujuan Perjalanan Dinas
(Instansi dan kota yang dltuju)

4. Tanggal pelaksanaan

5. llasll hr$lanan Dlnas

a.

b.

c.

d.

e. dst

tleaikiar leporaa ini disaapeikan untuk diketahui dan diperB matan
scbegaimana mcsttrya.

Tempot Tanggal/ Bulan/Tahun

YANG METAI(SANAIil}I PE&'ATANAT{ DINAS,
JABATAil,

NAMAJEIAS
PAI{CKAT
NIP.

H. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK
dengan aslinya

HUKUM,

UNG, SH., M.H.
o02l2lo02



I.AMPIRAN VI
PERATURAN CUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL TRANSPORTASI

Yang bcrtandatangan di bawah ini:
NarD,a

NIP

Jabatan
berdagarkan Surat krjalanan Dinas (SPDI Nonor....-...-. tanggaf ..-........., dengan
ini kami mcnyataksn dengen *sungguhnya bahwa:
l- Bircya tranaportalt pcgawai di bawah ini yarrg tidah dapa.t diperoleh bukti-

bukti pengcluarannya, mclipu ti:

No Uraian Jumlah

Jumlah

2. Jutrdah uang t rscbut dl atar bcnar-bcnar dlkcluarkan untuk pclakranaan

Fcrjalanan Dinan dimaksud dan apa.bila dikcmudian hari tcrdapat kclcbihan
atai pcmbayaren, ka.rri bcraodia untuk mca:yetorkart kclcbihan tcncbut kc

XaePeerah.
Demikian pcrnyataltn ini dibuat dengan scbcnarnya. untuk dipcrgunakan

rcbagainana, mcrtinye
tanEga.l, bulan, ta.hun

Petaksana SPD,

NIP

JAH Pq

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANTK
dengan aslinya

HUKUM,

t
UNG, SH., M.H.

NIP t97 82002121OO2

)


